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ABSTRAK 
 

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

KOTA YOGYAKARTA 
SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 

 

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani 
052114089 

 
Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 
2009 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hiburan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta serta naik turunnya 
penerimaan Pajak Hiburan tahun 2004 sampai 2008, dan juga untuk mengetahui 
adanya perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 
27 Mei 2006. Penelitian ini berjenis studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan 
data tentang anggaran setelah perubahan dan realisasi pajak hiburan serta PAD 
kota yogyakarta tahun anggaran 2004 sampai 2008. Dalam mengumpulkan data 
digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan 
mengenai besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Yogyakarta serta naik turunnya penerimaan Pajak Hiburan tahun 
2004 sampai 2008 digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan membandingkan 
Pajak Hiburan terhadap PAD dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui 
adanya perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 
27 Mei 2006 digunakan 2 cara penghitungan, yaitu analisis uji hipotesa beda rata-
rata sampel berpasangan dan SPSS 16 dengan analisis Paired-Sample T Test. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah kontribusi Pajak Hiburan terhadap 
PAD dari tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 1,40% hingga 2,36%. 
Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,36%, sedangkan kontribusi 
terkecil terjadi tahun 2006, yaitu sebesar 1,40%. Kontribusi Pajak Hiburan 
terhadap PAD untuk tahun 2005 sebesar 1,91%, tahun 2007 sebesar 1,53%, dan 
tahun 2008 sebesar 1,54%. Sedangkan tentang perbedaan penerimaan Pajak 
Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006 hasilnya adalah tidak 
dapat menolak 0H , yang artinya tidak ada perbedaan antara kontribusi Pajak 
Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa gempa 27 Mei 2006. 
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ABSTRACT 
 

AN ANALYSIS OF ENTERTAINMENT TAX CONTRIBUTION 
TO LOCAL ORIGINAL REVENUE (PAD) 

OF YOGYAKARTA MUNICIPALITY 
BEFORE AND AFTER MAY, 27 2006 EARTHQUAKE 

 

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani 
052114089 

 
Sanata Dharma University 

Yogyakarta 
2009 

 
This research aimed to know the contribution of the Entertainment Tax to 

the local original revenue of Yogyakarta municipality for the fiscal year of 2004 
to 2008, and the difference of Entertainment Tax revenue before and after May, 
27 2006 earthquake. This research was a case study. The data collected in this 
case study were the general description of the budget and realization of the 
Entertainment Tax and Local Original Revenue during the fiscal year of2004 to 
2008. The research method used for data collection were interview and 
documentation. To answer the problem about contribution of the Entertainment 
Tax to the local original revenue of Yogyakarta for the fiscal year of 2004 to 
2008, the contribution analysis was used, that is by comparing the Entertainment 
Tax to Local Original Revenue multiplied by 100%. To know about the difference 
of Entertainment Tax revenue before and after May, 27 2006 earthquake, two 
methods were used, those were paired sample difference between means 
hypothesis test and SPSS 16 with Paired-Sample T test analysis. 

The conclusions were the contribution of Entertainment Tax to Local 
Original Revenue from fiscal year 2004 to 2008 was about 1,40% to 2,36%. The 
biggest contribution occurred in fiscal year 2006, and it was 2,36%, and the 
smallest occurred in fiscal year 2005, and it was 1,40%. The contribution of 
Entertainment Tax to Local Original Revenue for fiscal year 2007 was 1,53%, and 
in 2008 was 1,54%. Then for, the difference of Entertainment Tax revenue before 
and after May, 27 2006 earthquake it could not refuse 0H , which meant that there 
was no difference on Entertainment Tax contribution before and after May, 27 
2006 earthquake.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tengah terpuruknya sektor keuangan dunia serta ancaman terhadap 

stabilitas ekonomi Indonesia, pemerintah harus jeli dalam mengatur 

pemasukan dan pengeluarannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan rumah 

tangga pemerintahan, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Sejak 1 

Januari 2001, pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, dimana tiap daerah diberi kewenangan 

untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, baik itu mencari pemasukan 

maupun alokasi pengeluaran. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditetapkan 

bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya desentralisasi, 

pemerintah daerah memiliki penerimaan dari empat kelompok, yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

2. Dana Perimbangan, 

3. Pinjaman Daerah, 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, PAD terdiri 

dari 4 sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
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daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Ada banyak sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, seperti 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Dari sekian banyak 

pajak yang ada, penelitian kali ini difokuskan pada Pajak Hiburan. Beberapa 

tempat yang dipungut pajak hiburan di Kota Yogyakarta adalah: tontonan 

bioskop, diskotik, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, pusat 

kebugaran, KRKB Gembira Loka, kolam renang, insidental, lain-lain, sekaten, 

tunggakan pajak hiburan. 

Namun, bencana gempa yang melanda Yogyakarta 27 Mei 2006 silam 

telah membuat perubahan besar bagi kota ini. Beberapa rumah penduduk dan 

tempat wisata ikut hancur akibat gempa 5,9 SR pagi itu. Bencana ini membuat 

aktivitas perdagangan bahkan hiburan terhenti untuk beberapa saat. Hal inilah 

yang membuat penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana 

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Yogyakarta 

tahun 2004 sampai 2008? 

2. Apakah ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa 

dan sesudah gempa 27 Mei 2006? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam membahas permasalahan ini, penulis tidak memasukkan tahun 

anggaran 2006 ke dalam pengujian hipotesis, karena tahun 2006 dianggap 

sebagai cut off terjadinya gempa. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum 

gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi rekan mahasiswa yang 

lain agar dapat menambah wawasan. 

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi tambahan informasi 

mengenai kontribusi Pajak Hiburan Kota Yogyakarta, khususnya sebelum 

dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah, 

khususnya Pajak Hiburan, dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

yang diperoleh di bangku kuliah. 
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F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai otonomi daerah, dimana tiap daerah 

diberi kewenangan dalam mengurusi perekonomian daerahnya. 

Ada banyak sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, 

salah satunya adalah pajak hiburan. Namun, pada tahun 2006 

terjadi gempa yang mungkin saja mempengaruhi pendapatan dari 

sektor ini. Dari latar belakang ini, ditarik beberapa rumusan 

masalah tentang pengaruh gempa terhadap PAD, batasan 

masalah, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian 

ini. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian, antara lain mengenai Dasar-Dasar Perpajakan, Pajak 

Hiburan, dan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam 

PAD akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pajak, retribusi, hasil 

pengelolaan lain yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber 

data, serta teknik analisis data. Teknik analisis data membahas 

mengenai alat (rumus) yang digunakan untuk memecahkan 
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permasalahan yang terjadi. 

Bab IV Gambaran Umum Kota Yogyakarta 

Hal-hal yang dibahas meliputi sejarah Kota Yogyakarta, luas 

wilayah, penduduk, dan tempat-tempat wisata yang ada di 

Yogyakarta. 

Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan 

pembahasannya. 

Bab VI Penutup 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, serta 

keterbatasan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Dasar-Dasar Perpajakan 

1. Pengertian Pajak 

Dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, 

Siahaan (2005: 7) menjelaskan mengenai pengertian pajak, yaitu: 

Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan 
undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang 
wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra 
prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. 
 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Zain, 2005: 11) pajak adalah: 

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 

 

Selain itu, pajak juga dapat berarti sebagai suatu pungutan yang diatur 

menurut peraturan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai 

rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Samudra, 1995: 61). 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak 

merupakan pembayaran wajib yang dikenakan menurut Undang-Undang 

dan tidak dapat dihindari, dan bagi mereka yang tidak mau membayar 

pajak dapat dilakukan paksaan. Pengenaan pajak yang didasarkan pada 

Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum 
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bagi pembayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat sewenang-

wenang dalam menetapkan besarnya pajak (Siahaan, 2005: 7). 

2. Ciri-ciri Pajak 

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2005: 8), adalah: 

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak 

yang dipungut). 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang 

diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan 

langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi 

secara individu. 

d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi 

kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak. 

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. 

f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik 

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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3. Fungsi Pajak 

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Mardiasmo (2006: 1-2) 

membagi fungsi pajak menjadi 2, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair; pajak digunakan sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend); pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. 

4. Teori Pemungutan Pajak 

Macam-macam teori yang memberikan justifikasi pemberian hak 

kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2006: 3-4) adalah: 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya. Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-

masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, 

makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 
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Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan pendekatan, yaitu: 

1) Unsur obyektif; yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki seseorang. 

2) Unsur subyektif; yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 

materiil yang harus dipenuhi. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 

kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan 

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 

masyarakat lebih diutamakan. 

5. Hukum Pajak 

Hukum Pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah 

(fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 

(dua) macam hukum pajak (Mardiasmo, 2006: 5), yaitu: 

a. Hukum Pajak Materiil; memuat norma-norma yang menerangkan 

mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak 
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(objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak 

yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya 

hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib 

Pajak. 

b. Hukum Pajak Formil; memuat bentuk/cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para 

Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 

menimbulkan utang pajak. 

3) Kewajiban Wajib Pajak (misalnya menyelenggarakan 

pembukuan/pencatatan), dan hak-hak Wajib Pajak (misalnya 

mengajukan keberatan dan banding). 

6. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Ada 3 hal yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak menurut 

Mardiasmo (2006: 6-8), yaitu: 

a. Stelsel Pajak 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Berdasarkan stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek 

(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang 

sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah nilai 
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pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak 

baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil 

diketahui) 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Menurut stelsel anggapan, pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Apabila penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, maka pada 

awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini, 

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu 

pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, dan di akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak yang 

sebenarnya lebih besar daripada anggapannya, maka Wajib Pajak 

harus menambah pembayaran. Sebaliknya, jika pajak yang 

sebenarnya lebih kecil, maka Wajib Pajak dapat meminta 

kelebihannya. 
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b. Asas Pemungutan Pajak 

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini 

berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

2) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak. 

3) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-Ciri: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
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c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assessment System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. 

Ciri-ciri: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajib Pajak sendiri. 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

7. Hambatan Pemungutan Pajak 

Ada 2 macam hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006: 

8-9), yaitu: 

a. Perlawanan Pasif 

Penyebab masyarakat enggan (pasif) membayar pajak adalah: 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
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2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

b. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 

pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain: 

1) Tax Avoidance; yaitu segala usaha meringankan beban pajak 

dengan tidak melanggar undang-undang. 

2) Tax Evasion;  yaitu segala usaha meringankan beban pajak dengan 

cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 

8. Pengelompokan Pajak 

Mardiasmo (2006: 5-6) mengelompokkan pajak menjadi 3, yaitu: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung; yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

2) Pajak Tidak Langsung; yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif; yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. 
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2) Pajak Objektif; yaitu pajak yang berdasar pada objekya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

2) Pajak Daerah; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

daerah terdiri atas: 

a) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

9. Jenis-Jenis Pajak 

Ada berbagai jenis pajak yang dipungut, baik oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). 

Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut berdasarkan lembaga 

pemungutnya. 

a. Dipungut oleh Pemerintah Pusat (Siahaan, 2005: 9-10): 

1) Pajak Penghasilan (PPh), 

2) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), 

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

5) Bea Meterai, 
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6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

7) Bea Masuk, 

8) Bea Keluar (pajak ekspor), 

9) Cukai (dikelola  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen 

Keuangan). 

b. Dipungut oleh Pemerintah Provinsi (Siahaan, 2005: 43): 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

c. Dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 

(Mardiasmo, 2006: 13): 

1) Pajak Hotel, 

2) Pajak Restoran, 

3) Pajak Hiburan, 

4) Pajak Reklame, 

5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 

6) Pajak Penerangan Jalan, 

7) Pajak Parkir. 

10. Macam Tarif Pajak 

Ada 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2006: 9), yaitu: 



17 
 

  

a. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

11. Besarnya Tarif Pajak Daerah 

Berikut ini merupakan besaran tarif pajak yang dipungut di tingkat 

Propinsi dan Kabupaten/Kota (yang ditetapkan paling tinggi), yaitu 

(Mardiasmo, 2006: 13): 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% 

(lima persen), 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen), 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen), 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen), 
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e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), 

f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen), 

g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), 

h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen), 

i. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%(dua puluh 

persen), 

j. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen), 

k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen). 

 

B. Pajak Hiburan 

1. Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984), 

yang dimaksud dengan hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat 

menghibur hati (melupakan kesedihan). 

Di dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 Tentang Pajak 

Hiburan, yang dapat disebut sebagai hiburan adalah: 

segala jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau 
keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau 
dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 
penggunaan untuk fasilitas olahraga. 
 

Pengertian pajak hiburan menurut Peraturan Daerah No. 17 Tahun 

2002 Tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas dasar 

penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. 
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2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan 

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Yogyakarta, yang menjadi Objek Pajak Hiburan di 

Kotamadya Yogyakarta adalah: 

a. tontonan bioskop, 

b. diskotik, 

c. karaoke, 

d. permainan billyard, 

e. permainan ketangkasan, 

f. pusat kebugaran, 

g. KRKB Gembira Loka, 

h. kolam renang, 

i. insidental, 

j. lain-lain, 

k. sekaten, 

l. tunggakan pajak hiburan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 

Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak 

Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan 

yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan 
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kegiatan keagamaan, serta fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan 

hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel. 

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa yang menjadi Subjek 

Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau 

menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

 

3. Tarif Pajak Hiburan 

Besarnya tarif Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 17 

Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan, adalah: 

a. Pertunjukkan Kesenian (10%) 

b. Karaoke dan Billyard (20%) 

c. Billyard (15%) 

d. Permainan Ketangkasan (10%) 

e. Pertandingan Olah Raga (10%) 

f. Objek Wisata dan TamanRekreasi (20%) 

g. Objek Wisata Konservasi Alam (10%) 

h. Kolam Renang (10%) 

i. Rental VCD dan Sejenisnya (10%) 

j. Pemancingan (10%) 

k. Usaha Kebugaran Jasmani (10%) 

l. Bowling dan Sejenisnya (10%) 
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C. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Siahaan, 2005: 14). 

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2005: 10) adalah: 

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 
(Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

 

Menurut  Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2005: 10), 

yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: 

Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau 
badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. 

 

2. Retribusi Daerah 

a. Pengertian Retribusi 

Retribusi adalah pembayaran yang wajib dibayarkan seseorang 

kepada negara karena suatu jasa tertentu yang diberikan negara kepada 

penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2005: 5). Dalam hal ini, 
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seseorang tidak akan memperoleh sesuatu dari pemerintah sebelum 

membayar retribusi. Tarif retribusi ditentukan oleh pemerintah daerah 

yang bersangkutan. Besar tarif diperoleh dari perkalian tarif retribusi 

dengan tingkat penggunaan jasa. 

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah 

Menurut Siahaan (2005: 7), ada beberapa ciri retribusi daerah, 

yaitu: 

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara 

langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 

ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan 

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

c. Golongan Retribusi Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 

ayat 1 telah ditentukan bahwa yang dimaksud objek retribusi adalah 

berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

Namun, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
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nantinya dapat dipungut biaya retribusinya, akan tetapi hanya jenis-

jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosio-ekonomi (Siahaan, 

2005: 434). Jasa tersebut dibedakan menjadi 3 yaitu: jasa umum, jasa 

usaha, dan perizinan tertentu. 

Berdasarkan pengelompokan jasa yang menjadi objek retribusi, 

maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 

ayat 2 dapat ditentukan golongan objek retribusi, yaitu: 

1) Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang diberikan atas jasa 

yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang nantinya dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 437). 

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah (Siahaan, 2005: 438): 

a) sifatnya bukan pajak dan bukan merupakan Retribusi Jasa 

Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu, 

b) jasa yang bersangkutan merupakan wewenang daerah dalam 

melaksanakan desentralisasi, 

c) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau badan 

yang telah membayar retribusi selain untuk melayani 

kepentingan umum, 

d) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, 

e) retribusi yang dipungut tidak bertentangan dengan kebijakan 

nasional dalam penyelenggaraannya, 
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f) retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial, 

g) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

2) Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang diberikan atas jasa 

yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta (Siahaan, 2005: 441). 

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a) sifatnya bukan pajak dan bukan merupakan Retribusi Jasa 

Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu, 

b) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial 

yang semestinya disediakan oleh sektor swasta tapi belum 

memadai, atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah 

yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 

Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
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kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, atau 

fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan (Siahaan, 2005: 445). 

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu adalah (Siahaan, 2005: 446): 

a) perizinan tersebut termasuk dalam kewenangan pemerintah 

yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas 

desentralisasi, 

b) perizinan tersebut sungguh diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum, 

c) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi 

perizinan. 

d. Jenis-jenis Retribusi 

Dalam bukunya, Siahaan (2005: 438-447) 

1) Retribusi Jasa Umum 

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, 

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil, 

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, 

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 

f) Retribusi Pelayanan Pasar, 

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 
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h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, 

j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2) Retribusi Jasa Usaha 

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, 

c) Retribusi Tempat Pelelangan, 

d) Retribusi Terminal, 

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, 

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, 

g) Retribusi Penyedotan Kakus, 

h) Retribusi Rumah Potong Hewan, 

i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, 

j) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, 

k) Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, 

l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, 

m) Retribusi Penjualan Produksi Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 

b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 

c) Retribusi Izin Gangguan, 

d) Retribusi Izin Trayek. 
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Dalam bukunya, Nurlan (2007) menjabarkan mengenai jenis dari Hasil 

Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, yang terdiri dari : 

a. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD, 

b. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN, 

c. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari (Nurlan, 2007): 

a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 

b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, 

c. jasa giro, 

d. bunga deposito, 

e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi, 

f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta 

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 

h. pendapatan denda pajak, 
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i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, 

j. pendapatan dari pengembalian, 

k. fasilitas sosial dan fasilitas umum, 

l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2007) pada Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat I Propinsi NTT, ingin mencari tahu mengenai kontribusi pajak 

kendaraan bermotor terhadap PAD sebelum dan sesudah penetapan Peraturan 

Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor. Selain itu, dicari tahu juga perbedaan antara penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah 

Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 

Dalam memecahkan permasalahan ini, Putra menggunakan pengujian 

hipotesis Man-Whitney U Test. Dari pengujian ini ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 

Savitri (2006) melakukan penelitiannya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia 

meneliti tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

selama periode 2000-2004. Dalam memecahkan permasalahannya, 

digunakanlah analisis kontribusi yaitu dengan membandingkan Pajak Hiburan 

terhadap PAD. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hiburan tahun-
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tahun berikutnya, Savitri menggunakan peramalan Trend Least Square. Dari 

penelitiannya ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi terbesar Pajak 

Hiburan terhadap PAD terjadi pada tahun 2000. Sedangkan kontribusi terkecil 

terjadi pada tahun 2004. Untuk peramalan tahun 2005 sampai 2009, 

penerimaan Pajak Hiburan selalu mengalami peningkatan. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Vendayanti (2004) untuk 

mengetahui perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap 

retribusi daerah, mengetahui penerimaan retribusi daerah dalam suatu tahun 

anggaran, serta mengetahui kontribusinya terhadap PAD. Vendayanti 

melakukan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 

tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2003. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis proporsi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. 

Dari penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi tiap retribusi 

terhadap retribusi daerah terkadang mangalami kenaikan dan penurunan. 

Selain itu, penerimaan retribusi daerahnya dapat dikatakan sudah efektif, dan 

kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat besar karena hampir seluruh 

pendapatan diperoleh dari retribusi daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dan lapangan 

(Case and Field Study) merupakan suatu penelitian dengan karakteristik 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subyek 

yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro, 2002: 26). 

Hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi daerah yang diteliti. 

Peneliti mengadakan penelitian di lokasi yang akan diteliti, 

mengumpulkan data, serta didukung dengan penelitian pustaka yang telah ada. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu  : Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2009 sampai 

  dengan Mei 2009. 

b. Tempat : Dinas Pajak dan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, 

  Jl. Kenari no. 56 Yogyakarta, 55165. 

  Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Jl. Suroto 11, 

  Kotabaru Yogyakarta. 

 

C. Subyek Penelitian 

1. Bagian Humas Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memperoleh 

informasi mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

gambaran umum Kota Yogyakarta. 
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2. Bagian Keuangan Dinas Pajak dan Keuangan Daerah untuk memperoleh 

informasi dan data mengenai laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tahun 2004-2008. 

 

D. Obyek Penelitian 

a. Gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

b. Gambaran umum Kota Yogyakarta. 

c. Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2004 sampai 2008. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara; merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi; merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat. 

 

F. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data 

sekunder yang diperoleh berupa gambaran umum Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), Gambaran umum Kota Yogyakarta, dan Laporan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2004 sampai 2008. Sedangkan 

data primer diperoleh dari tanya jawab dengan pihak Dinas Pajak dan 

Keuangan Daerah saat data sekunder yang diperlukan kurang mencukupi. 
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Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. Data ini biasanya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis dalam arsip (Indriantoro, 2002: 147). 

Data primer merupakan sumber dari data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa 

subyek (orang) baik individu atau kelompok, hasil observasi suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro, 2002: 146-

147). 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari tahun 2004-2008. 

Untuk menjawab masalah pertama maka digunakan rumus: 

%100×=
n

n

PADTotal
HiburanPajak

Kontribusi  

Kontribusi   : Prosentase pajak hiburan terhadap keseluruhan 

  pendapatan daerah 

nHiburanPajak  : Besarnya pajak hiburan dalam tahun n 

nPADTotal   : Total PAD tahun n  
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2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan 

Sesudah Gempa 27 Mei 2006. 

Dalam menjawab permasalahan ini, akan digunakan 2 cara 

penghitungan, yaitu menghitung secara manual dan menghitung dengan 

menggunakan program bantuan SPSS. 

Dalam menghitung secara manual, digunakan analisis uji hipotesa beda 

rata-rata sampel berpasangan dengan tahap sebagai berikut: 

a. Membuat rumusan hipotesis 

0H : 
21 χχ =  

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan 

sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

aH : 
21 χχ ≠  

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan 

sesudah gempa 27 Mei 2006. 

 

b. Rumus menghitung standar deviasi (SD): 

( )
1

2

−
−Σ

=
n

DDSD  

c. Mencari hitungt  

n
SD

Dthitung =  

d. Menentukan ( )α  

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). 
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e. Menentukan rabelt  

( )2;αdfttabel =  

1−= ndf  

f. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak 0H  

0H  tidak dapat ditolak; jika tabelhitungtabel ttt <>− ; artinya tidak ada 

perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah 

gempa 27 Mei 2006. 

0H  dapat ditolak; jika tabelhitung tt −<  atau tabelhitung tt > ; artinya ada 

perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah 

gempa27 Mei 2006. 

 

Gambar III. 1 
Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak 0H  

 
g. Menarik kesimpulan 

tabelt− tabelt
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Selain dengan cara manual, kita dapat menghitung lewat bantuan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Untuk penelitian 

kali ini, akan digunakan SPSS 16. Langkah-langkah dalam mengambil 

kesimpulan dari hasil SPSS adalah: 

a. Membuat rumusan hipotesis 

0H : 
21 χχ =  

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan 

sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

aH : 
21 χχ ≠  

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan 

sesudah gempa 27 Mei 2006. 

b. Menentukan ( )α  

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). 

c. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak 0H  

0H  tidak dapat ditolak; jika tabelhitung tt <  atau nilai p-value pada 

kolom Sig.(2-tailed) >α ; artinya tidak ada perbedaan antara 

penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

0H dapat ditolak, jika tabelhitung tt >  atau nilai p-value pada kolom 

Sig.(2-tailed) <α ; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak 

Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

d. Menarik kesimpulan 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta berdiri pada Tanggal 13 Februari 1755 karena adanya 

Perjanjian Gianti. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa: Negara Mataram 

dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi 

menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula, Pengeran 

Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan 

Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul 

Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. 

Pada tanggal 13 Maret 1755, setelah selesai membagi daerah tersebut, 

Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera 

menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu 

diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta 

(Yogyakarta). 

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ialah hutan 

yang disebut Beringin. Hutan ini berada diantara sungai Winongo dan sungai 

Code. Tempat ini dipilih karena lokasi tersebut tampak strategis menurut segi 

pertahanan dan keamanan pada waktu itu. Di dalam hutan terdapat sebuah 

desa kecil bernama Pachetokan, dan disana terdapat suatu pesanggrahan yang 

dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II. Pesanggrahan tersebut diberi nama 

Garjitowati yang kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan 
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tersebut diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan 

kepada rakyat membabad hutan untuk didirikan Kraton. 

Setahun kemudian, pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Hamengku 

Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan 

demikian, berdirilah Kota Yogyakarta dengan nama utuhnya ialah Negari 

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan 

dari Presiden RI untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY 

(Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Pada tanggal 5 September 1945, dikeluarkan amanat yang menyatakan 

bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah 

Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

peraturan yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 

1945, dikeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan 

Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan 

Pekerja Komite Nasional. 

Meskipun Kota Yogyakarta (baik yang menjadi bagian dari Kesultanan 

maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman) telah membentuk suatu DPR 

Kota dan Dewan Pemerintahan Kota, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi 

Kota Praja atau Kota Otonom. Penyebabnya adalah kekuasaan otonomi yang 
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meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, Kota 

Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman menjadi Kota 

Praja atau Kota Otonom. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: 

Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan 
Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul, yang sekarang 
menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo, ditetapkan sebagai daerah 
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah 
tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. 
 

Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, walikota pertama yang dijabat oleh 

Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan 

bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu 

semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi 

bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selanjutnya, kedudukan sebagai walikota dijabat oleh Mr. Soedarisman 

Poerwokusumo. Selain sebagai walikota, ia juga memiliki kedudukan dalam 

Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang 

pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang.  DPRD Kota 

Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang 

sebagai hasil Pemilu 1955. 

Dengan kembali ke UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, maka Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 
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Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala 

Daerah, pemisahan DPRD, dan pembentukan Wakil Kepala Daerah dan badan 

Pemerintah Harian, serta mengganti sebutan Kota Praja menjadi Kotamadya 

Yogyakarta. 

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkanlah Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan propinsi dan juga 

Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, 

syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku 

Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II 

yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang terikat 

oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah 

Tingkat II seperti yang lain. 

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin 

mengemuka. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Sesuai dengan isi Undang-Undang, maka sebutan Kotamadya Dati II 

Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, sedangkan untuk 
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pemerintahannya disebut Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota 

Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. 

 

B. Letak Geografis 

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak pada posisi 110o 24I 19II 

sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang 

Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. 

Secara garis besar, Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah. Dari barat 

ke timur keadaan tanahnya relatif datar, sedangkan dari utara ke selatan 

memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota 

Yogyakarta, yaitu: 

1. Sebelah Timur  : Sungai Gajah Wong 

2. Bagian Tengah : Sungai Code 

3. Sebelah Barat  : Sungai Winongo 

 

C. Batas Wilayah 

Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara  : Kabupaten Sleman 

2. Sebelah timur  : Kabupaten Bantul & Sleman 

3. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul 

4. Sebelah barat  : Kabupaten Bantul & Sleman 

 



 41

D. Luas Wilayah 

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan 

daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas 

wilayah Propinsi DIY. 

 

E. Pembagian Wilayah 

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 45% Kelurahan. 

Pembagian ini sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 140-263 mengenai 

pembentukkan kelurahan-kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). 

 

F. Keadaan Alam 

Tipe iklimnya adalah "AM dan AW" dan memiliki curah hujan rata-rata 

2.012 mm/th dengan 119 hari hujan. Memiliki suhu rata-rata 27,2°C dan 

kelembaban rata-rata 24,7%. Angin yang bertiup pada umumnya adalah angin 

muson, dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° 

bersifat basah dan mendatangkan hujan. Pada musim kemarau bertiup angin 

muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90°-140° dengan rata-rata 

kecepatan 5-16 knot/jam. 

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan untuk 

ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan. Hal ini 

disebabkan karena letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi 

(fluvia vulcanic foot plain) yang mengandung tanah regosol atau tanah 
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vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman 

yang pesat, lahan pertanian kota setiap tahun mengalami penyusutan.  Data 

tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta 

(3.249,75) karena beralih fungsi menjadi lahan pekarangan. 

 

G. Nilai Budaya 

Yogyakarta, kota yang merupakan bekas Kerajaan Mataram ini 

menyimpan berbagai macam budaya dan peninggalan yang mengagumkan. 

Selain menjadi bukti sejarah, peninggalan-peninggalan itu kini menjadi objek 

wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan. Kota yang terkenal dengan 

budayanya yang kental ini menyediakan 24 tempat wisata yang tersebar di 

penjuru kota. 

Yogyakarta terkenal sebagai pusat paling aktif di Indonesia untuk kesenian 

(the arts). Wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan 

nusantara) menikmati kota ini karena variasi kegiatan yang tersedia. 

Pertunjukan seni tradisionalnya meliputi wayang kulit, wayang orang, 

ketoprak, sendratari, karawitan, dan teater. Selain itu, Kota Yogyakarta 

memiliki beberapa tarian tradisional seperti tari serimpi, tari bedhoyo, tari 

gambyong. Sentral industri kerajinannya terdiri dari sentra industri batik, 

perak, dan gerabah, serta terdapat makanan khas seperti gudeg, geplak, dan 

bakpia. Masyarakat Yogyakarta memliki pakaian adat yang dinamakan kebaya 

(untuk perempuan) dan sorjan (untuk laki-laki).  Selain pakaian, kota ini juga 
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memiliki senjata tradisional yaitu keris dan tombak yang sering disebut tosan 

aji. Tosan berarti besi, dan aji berarti dihormati 

Kota Yogyakarta memiliki potensi Sumber Daya Budaya (SDB) dan 

Sumber Daya Manusia, serta kaya akan peninggalan sejarah dan budaya, 

kesenian, hasil-hasil karya seni, tradisi, dan ritual masyarakatnya yang dapat 

mendorong wisatawan datang dan melihat kekayaan tersebut.  

Yogyakarta memiliki tempat wisata yang seringkali dikunjungi para 

wisatawan. Berikut ini merupakan tempat-tempat rekreasi yang dimiliki Kota 

Yogyakarta hingga 2006: 

Tabel IV. 1 
Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006 

No. Nama ODTW Tahun 2006 Keterangan 

1. Kraton Yogyakarta Bangsal Sri Manganti rusak karena gempa 

2. Tamansari - 

3. KRKB Gembira Loka Beberapa kandang rusak karena gempa 

4. Museum Benteng Vredeburg - 

5. Museum Sonobudoyo - 

6. Museum Dharma Wiratama - 

7. Museum Pangeran Siti Hinggil - 

8. Museum Sasmitaloka Rusak karena gempa sehingga ditutup 

9. Museum Biologi Rusak karena gempa sehingga ditutup 

10. Museum Perjuangan Rusak karena gempa sehingga ditutup 

11. Museum Pura Pakualaman Rusak karena gempa sehingga ditutup 

12. Museum Sasana Wiratama - 

13. Museum Kereta - 
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Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006 (Lanjutan) 
No. Nama ODTW Tahun 2006 Keterangan 

14. Museum Dewantara Kirty Griya - 

15. Museum Sri Sultan HB X - 

16. Istana Negara Gedung Agung - 

17. Makam Panembahan Senopati 

Kotagede 

- 

18. Purawisata - 

19. Pentas Ramayana Purawisata - 

20. Museum Batik - 

21. Museum Sulaman - 

22. Kebun Plasme Nutfah Pisang - 

23. Wayang Kulit Sonobudoyo - 

24. Wayang Golek Nitour - 

25. nDalem Pujokusuman Rusak karena gempa sehingga ditutup 

26. Hanoman Forest Garden - 

27. Wayang Kulit Sasana Hinggil Rusak karena gempa sehingga ditutup 

28. Malioboro - 

29. Monumen SO 1 Maret - 

30. Shopping Centre - 

31. Gedung Societet - 

32. Pasar Ngasem - 

33. Kampung Wisata Dukuh  - 

34. Kampung Taman - 

35. Bursa Argo Jogja (BAJ) - 



 45

Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006 (Lanjutan) 
No. Nama ODTW Tahun 2006 Keterangan 

36. Pusat Makanan Tradisional Pathuk - 

37. Pusat Makanan Tradisional Wijilan - 

38. Ecotourism & Edutourism Code - 

39. Taman Pintar - 

40. Pasar Beringharjo - 

41. Pusat Kerajinan Perak Kotagede - 

42. Pasar Klithikan Mangkubumi Belum dipromosikan karena alasan atas 

hak 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak 

Hiburan terhadap PAD, perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum 

dan sesudah gempa. Telah kita ketahui, bahwa pajak merupakan pendapatan 

terbesar dari negeri ini, dan karena adanya otonomi daerah, kini tiap daerah 

dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Pajak daerah yang 

dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. 

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, penelitian kali ini difokuskan 

pada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota, yaitu Pajak Hiburan. 

Beberapa tempat di Kota Yogyakarta yang dipungut Pajak Hiburan adalah: 

tontonan bioskop, diskotik, karaoke, permainan bilyard, permainan 

ketangkasan, pusat kebugaran, KRKB Gembira Loka, kolam renang, 

insidental, lain-lain, sekaten, tunggakan pajak hiburan. 

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2004-

2008. Dari laporan tersebut dapat diperoleh data mengenai anggaran dan 

penerimaan pajak hiburan, serta anggaran dan realisasi PAD. Data tersebut 
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akan dianalisis menggunakan rumus yang telah ditentukan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada dan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

 

B. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk 

menganalisis permasalahan berikut:  

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari tahun 2004-2008. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD 

Kota Yogyakarta, maka digunakan rumus: 

%100×=
n

n

PADTotal
HiburanPajak

Kontribusi  

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung kontribusi pajak hiburan 

terhadap PAD, yaitu: 

a. Prosentase kontribusi tahun 2004: 

%100
.115,8280.468.213
532,001.895.152.

×=  

2,36=  

b. Prosentase kontribusi tahun 2005: 

%100
.784,7089.196.416
896,001.700.213.

×=  

1,91=  
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c. Prosentase kontribusi tahun 2006: 

%100
.304,5296.419.456
424,001.352.354.

×=  

1,40=  

d. Prosentase kontribusi tahun 2007: 

%100
0.942,31114.098.35
733,001.741.017.

×=  

1,53=  

e. Prosentase kontribusi tahun 2008: 

%100
6.263,72132.425.59
504,002.037.439.

×=  

1,54=  

 

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada tabel 5.2 

berikut ini:  

Tabel V. 1 
Tabel Kontribusi Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun 

Pajak Hiburan 

(Rp) 

PAD 

(Rp) 

Kontribusi 

(%) 

2004 1.895.152.532,00 80.468.213.115,82 2,36 

2005 1.700.213.896,00 89.196.416.784,70 1,91 

2006 1.352.354.424,00 96.419.456.304,52 1,40 

2007 1.741.017.733,00 114.098.350.942,31 1,53 

2008 2.037.439.504,00 132.425.596.263,72 1,54 

Sumber: data primer diolah 
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Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 Pajak 

Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp1.895.152.532,00 dan besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp80.468.213.115,82. Kemudian 

terlihat prosentase kontribusi di tahun 2004 sebesar 2,36%. Pada tahun 

2005, terjadi penurunan sebesar 0,45%, yaitu menjadi 1,91%. Hal ini 

tampak pada nilai perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp1.700.213.896,00 

dan PAD sebesar Rp89.196.416.784,70. 

Pada tahun 2006, Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar 

Rp1.352.354.424,00 dan total PAD sebesar Rp96.419.456.304,52, dimana 

prosentase kontribusinya menurun sebesar 0,50% dari tahun sebelumya, 

yaitu menjadi 1,40%. Di tahun 2007, pajak hiburan mengalami kenaikan 

sebesar 0,12% menjadi 1,53%, dimana Pajak Hiburannya naik menjadi 

Rp1.741.017.733,00 dan PAD naik menjadi Rp114.098.350.942,31. Pada 

tahun 2008, pajak hiburan hanya naik sebesar 0,01% menjadi 1,54%. 

Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp2.037.439.504,00 dan 

PAD sebesar Rp132.425.596.263,72. 

 

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan 

Sesudah Gempa 27 Mei 2006. 

Untuk mengetahui perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan 

sesudah gempa, maka digunakan analisis uji hipotesa beda rata-rata. Ada 2 

cara dalam menghitung, yaitu dengan cara manual atau dengan bantuan 
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SPSS. Dalam penelitian kali ini, akan digunakan kedua cara tersebut 

sebagai perbandingan dalam menghitung. 

Untuk menghitung secara manual, maka digunakan analisis uji T 

sampel berpasangan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Membuat rumusan hipotesis 

0H : 
21 χχ =  

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan 

sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

aH : 
21 χχ ≠  

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan 

sesudah gempa 27 Mei 2006. 

b. Menghitung standar deviasi (SD): 

( )
1

2

−
−Σ

=
n

DDSD  

12
000,004.783.603.120.717.52

−
=  

5,80347.444.27=  

c. Mencari hitungt  

n
SD

Dthitung =  
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2
5,80347.444.27

,5091.545.404-
=  

-0,3726=  

d. Menentukan ( )α  

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). 

e. Menentukan rabelt  

1−= ndf  

12 −=  

1=  

( )2;αdfttabel =  

( )025,0;1=  

706,12=  

f. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak 

0H  tidak dapat ditolak; jika tabelhitungtabel ttt <>− ; artinya tidak ada 

perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah 

gempa 27 Mei 2006. 

0H  dapat ditolak; jika tabelhitung tt −<  atau tabelhitung tt > ; artinya ada 

perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah 

gempa 27 Mei 2006. 
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Gambar V.1 

Daerah Terima dan Daerah Tolak 0H  
 

g. Menarik Kesimpulan 

Karena tabelhitungtabel ttt <>− , yaitu 707,123726,0706,12 <−>− , 

maka 0H  tidak dapat ditolak; artinya tidak ada perbedaan antara 

penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

 

Selain menghitung secara manual, permasalahan ini dapat dipecahkan 

dengan bantuan program SPSS 16 menggunakan analisis Paired-Sample T 

Test. Analisis ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan 

rata-rata dua sampel bebas.  

Langkah-langkah dalam mengambil kesimpulan dari hasil SPSS adalah: 

a. Membuat rumusan hipotesis 

0H : 
21 χχ =  

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan 

sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 
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aH : 
21 χχ ≠  

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan 

sesudah gempa 27 Mei 2006. 

b. Menentukan ( )α  

Tarif signifikansi ( )α  yang digunakan sebesar 5% (0,05). 

c. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak 0H  

0H  tidak dapat ditolak; jika tabelhitung tt <  atau nilai p-value pada 

kolom Sig.(2-tailed) >α ; artinya tidak ada perbedaan antara 

penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

0H dapat ditolak, jika tabelhitung tt >  atau nilai p-value pada kolom 

Sig.(2-tailed) <α ; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak 

Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 

d. Menarik Kesimpulan 

Karena tabelhitung tt < , yaitu 706,12373,0 −<− atau nilai p-value 

pada kolom Sig.(2-tailed) >α , yaitu 05,0773,0 >  maka 0H  tidak 

dapat ditolak; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak 

Hiburan sebelum dan sesudah gempa. 
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C. Pembahasan 

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari tahun 2004-2008. 

Dari perhitungan kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa penerimaan 

Pajak Hiburan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dapat dilihat 

bahwa dari tahun 2004 hingga 2006, Pajak Hiburan mengalami penurunan, 

sedangkan dari tahun 2007 dan 2008, Pajak Hiburan sudah mulai 

mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2004, terlihat bahwa prosentase kontribusi Pajak Hiburan 

terhadap PAD sebesar 2,36%. Ini berarti bahwa pada tahun 2004, Pajak 

Hiburan memberikan sumbangan sebesar 2,36% pada PAD atau memberi 

kontribusi sebesar Rp 1.895.152.532,00 dari total penerimaan PAD 

sebesar Rp 80.468.213.115,82. 

Di tahun 2005, terjadi penurunan kontribusi Pajak hiburan terhadap 

PAD sebesar 0,45%, sehingga menjadi 1,91%. Hal ini tampak dari nilai 

perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp1.700.213.896,00 dan PAD sebesar 

Rp89.196.416.784,70. Disini terlihat bahwa Pajak Hiburan tahun 2005 

mengalami penurunan sebesar Rp 194.938.636,00 dari tahun 2004. Akan 

tetapi untuk penerimaan PAD sendiri mengalami kenaikan 

Rp8.728.203.668,88 sehingga Pajak Hiburan hanya memberi kontribusi 

sebesar 1,91% terhadap PAD. 
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Demikian pula yang terjadi di tahun 2006, dimana penerimaan Pajak 

Hiburan mengalami penurunan  Rp 347.859.472,00 dari tahun 2005, 

sedangkan perolehan PAD naik sebesar Rp 7.223.039.519,82. Perubahan 

ini membuat Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh menjadi sebesar 

Rp1.352.354.424,00 dan PAD menjadi Rp96.419.456.304,52, dimana 

prosentase kontribusinya menurun sebesar 0,50% dari tahun sebelumya, 

yaitu menjadi 1,40%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2006, kontribusi 

pajak hiburan terhadap PAD hanya sebesar 1,40%. Ini merupakan 

kontribusi terkecil selama tahun 2004 hingga 2008, karena pada tahun 

2006, tepatnya tanggal 27 Mei, terjadi gempa dahsyat yang melanda Kota 

Yogyakarta dan sekitarnya. Gempa 6,2 SR yang terjadi sekitar pukul 06.00 

WIB tersebut telah menghancurkan banyak bangunan dan menghentikan 

aktivitas masyarakatnya selama beberapa waktu. Saat inilah penerimaan 

dari pajak hiburan menurun. Namun, dapat dilihat bahwa total PAD 

meningkat, dan ini berarti terjadi peningkatan penerimaan dari sektor lain. 

Pada tahun 2007, Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar 0,12% 

hingga menjadi 1,53%. Dapat dikatakan bahwa gempa yang terjadi seakan 

tidak berpengaruh terhadap kegiatan hiburan di Kota Yogyakarta. Hal ini 

dapat dilihat dari perolehan Pajak Hiburan yang naik sebesar 

Rp388.663.309,00 menjadi Rp1.741.017.733,00 dan PAD naik sebesar 

Rp17.678.894.637,79 menjadi Rp114.098.350.942,31. Berarti untuk tahun 

2007, Pajak Hiburan menyumbang 1,53% terhadap PAD, atau sebesar 

Rp1.741.017.733,00 dari total PAD sebesar Rp114.098.350.942,31. 
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Untuk tahun 2008, Pajak Hiburan hanya naik sebesar 0,01% menjadi 

1,54%. Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar 

Rp2.037.439.504,00 dan PAD-nya sebesar Rp 132.425.596.263,72. Jadi 

dari tahun 2007 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan sebesar 

Rp296.421.771,00 dan PAD bertambah sebesar Rp 18.327.245.321,41. 

Untuk tahun 2008, Pajak Hiburan menyumbang 1,54% dari penerimaan 

PAD. 

 

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan 

Sesudah Gempa 27 Mei 2006. 

Dalam menganalisis permasalahan ini, digunakan 2 cara yaitu cara 

manual dan dengan bantuan program SPSS 16. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat terjadi kroscek antar kedua metode. Selain itu, penggunaan metode 

manual diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembaca dalam mencari 

hasil yang diperoleh. Kedua metode ini menggunakan tahap analisis yang 

hampir sama. Mulai dari membuat hipotesis, menentukan tingkat 

signifikansi (5%), dan menarik kesimpulan. Perbedaannya hanya terletak 

pada adanya langkah-langkah penghitungan pada metode manual. Dari 

kedua metode ini telah menghasilkan hasil yang sama yaitu tidak dapat 

menolak 0H  yang artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak 

Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 
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Dalam menghitung secara manual telah ditemukan bahwa hasil 

-0,3726=hitungt  dan 706,12=tabelt . Karena tabelhitungtabel ttt <>− , yaitu  

707,123726,0706,12 <−>−  maka 0H  tidak dapat ditolak. 

Melalui metode SPSS diketahui bahwa nilai 373,0−=t  dan 

773,0)2.( =− tailedSig . Karena tabelhitung tt < , yaitu 706,12373,0 −<−  

atau nilai p-value pada kolom Sig.(2-tailed) >α , yaitu 05,0773,0 >  maka 

0H  tidak dapat ditolak. 

Jadi, melalui kedua metode penghitungan ini telah ditemukan 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan 

sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 

tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 1,40% hingga 2,36%. Kontribusi 

terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,36%, sedangkan kontribusi 

terkecil terjadi tahun 2006, yaitu sebesar 1,40%. Kontribusi Pajak Hiburan 

terhadap PAD untuk tahun 2005 sebesar 1,91%, tahun 2007 sebesar 

1,53%, dan tahun 2008 sebesar 1,54%. 

2. Melalui metode manual dan SPSS, telah dihasilkan hasil yang sama yaitu 

tidak dapat menolak 0H , yang artinya tidak ada perbedaan antara 

kontribusi Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 

2006. 

Dalam menghitung secara manual telah ditemukan bahwa hasil 

-0,3726=hitungt  dan 706,12=tabelt . Karena tabelhitungtabel ttt <>− , yaitu  

707,123726,0706,12 <−>−  maka 0H  tidak dapat ditolak. 

Melalui metode SPSS diketahui bahwa nilai 373,0−=t  dan 

773,0)2.( =− tailedSig . Karena tabelhitung tt < , yaitu 706,12373,0 −<−  
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atau nilai p-value pada kolom Sig.(2-tailed) >α , yaitu 05,0773,0 >  maka 

0H  tidak dapat ditolak. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dari pembahasan yang telah dilakukan, terdapat hal yang membatasi 

dalam melakukan penelitian, yaitu pemilihan lokasi yang tidak berpengaruh 

langsung terhadap gempa 27 Mei 2006, sehingga hasil yang diperoleh kurang 

signifikan. 

 

C. Saran 

Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan, penulis ingin memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya agar memilih lokasi yang lebih berpengaruh 

langsung terhadap gempa, agar hasilnya nanti dapat lebih signifikan. 



60 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Boedijoewono, Noegroho. 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. 
Yogyakarta: AMP YKPN. 

 

Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Gorontalo: PT Indeks. 
 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. 
Yogyakarta: BPFE. 

 

Kuncoro, Antonius. 2005. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2004. Skripsi tidak dipublikasikan. 
Uniersitas Sanata Dharma. 

 

Malirmasele, Liberata. 2004. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 
Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi tidak 
dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

 

Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta: C. V Andi Offset. 
 

Nugroho, Bhuono Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih metode Statistik Penelitian 
Dengan SPSS. Yogyakarta: C. V Andi Offset. 

 

Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. 

 

Putra, Alphons. 2007. Analisis Kontribusi dan Perbedaan Pendapatan Pajak 
Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah 
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta. 

 

Samudra, Azhari A. 1995. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan 
Retribusi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Sarwono, Jonathan. 2009. Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap Untuk Belajar 
Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16. Yogyakarta: Andi Offset. 

 



61 
 

  

Savitri, Fransisca Adiana. 2006. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000-
2004. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta. 

 

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada. 

 

Spillane, J.J. 1987. Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: 
Kanisius. 

 

Spillane, J.J. dan Y.M.V. Mudayen. 2005. Daya Saing Kunci Sukses Pariwisata. 
ANTISIPASI. Vol 9. hal. 1-26. 

 

Vendayanti, Astherina. 2004. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta. 

 

Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 



 

 

 

LAMPIRAN 

I 
 



Tabel Lampiran. 1 
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi Pajak Hiburan Serta PAD Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2004 sampai 2008 (dalam Rupiah) 
 

Pajak Hiburan PAD 
Tahun 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

2004 1.846.900.000,00 1.895.152.532,00 70.412.081.000,00 80.468.213.115,82 

2005 1.678.000.000,00 1.700.213.896,00 84.335.352.000,00 89.196.416.784,70 

2006 1.289.000.000,00 1.352.354.424,00 95.257.494.000,00 96.419.456.304,52 

2007 1.530.000.000,00 1.741.017.733,00 104.162.882.000,00 114.098.350.942,31

2008 1.651.091.000,00 2.037.439.504,00 116.895.236.051,00 132.425.596.263,72

Sumber: data primer 



Tabel Lampiran. 2 
Penghitungan Standar Deviasi 

(Dalam Rp) 
 

Pajak Hiburan Sebelum 

Gempa ( )1X  

Pajak Hiburan Sesudah 

Gempa ( )2X  
( )21 XXD −  ( )DD −  ( )2DD −  

1.895.152.532,00 1.741.017.733,00 154.134.799,00 245.680.203,50 60.358.762.391.801.400,00 

1.700.213.896,00 2.037.439.504,00 -337.225.608,00 -245.680.203,50 60.358.762.391.801.400,00 

3.595.366.428,00 3.778.457.237,00 -183.090.809,00  120.717.524.783.603.000,00

Sumber: data primer diolah 

2
9,00183.090.80-

=D  

4,50-91.545.40=   



Tabel Lampiran. 3 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence Interval of the Difference 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 Sebelum Gempa - Sesudah 

Gempa 
-9.155E7 3.474E8 2.457E8 -3.213E9 3.030E9 -.373 1 .773

 Sumber: data primer diolah 



 

 

 

LAMPIRAN 

II 
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Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2004 
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Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2005 
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Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2006 
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Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2007 
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Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2008 

(Sebelum Diaudit BPK) 
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